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GEMPA M 6,6 BANTEN

Jadi Pembelajaran Kesiapan Mitigasi

MULAI DIBERLAKUKAN TAHUN INI

Warna Dasar Pelat Nopol Jadi Putih
DARI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI 

KPK Setor Rp 848,3 Juta ke Kas Negara

KPK Tahan Hakim PN Surabaya

"Kejadian ini menjadi pembelajar-

an untuk saling sharing knowledge

(berbagi pengetahuan) dan kesiapan

kita untuk mitigasi sehingga dapat

memberikan solusi terbaik," ujar De-

puti Bidang Geofisika Badan Meteo-

rologi, Klimatologi dan Geofisika

(BMKG) Suko Prayitno Adi dalam

webinar Gempa Bumi Banten M 6,6

yang diikuti secara daring di Jakarta,

Jumat (21/1).

Suko mengatakan, bencana terse-

but tidak menimbulkan korban jiwa,

namun banyak terdampak kerugian

materil. Dengan adanya berbagi pem-

belajaran tersebut, diharapkan kepa-

nikan masyarakat yang hidup di dae-

rah rawan gempa di Selatan Jawa

dapat berkurang. Selain itu, masya-

rakat dapat siap menghadapi ben-

cana dan tidak menimbulkan adanya

korban jiwa.

Suko mengatakan, pembelajaran

dari gempa Banten diharapkan

menghasilkan rekomendasi dalam

rangka memperbaiki sistem Indone-

sia Tsunami Early Warning System

(InaTEWS), serta mempererat siner-

gi BMKG dengan lembaga dan in-

stansi terkait lainnya.

Gempa bumi berkekuatan 6,6,

Jumat (14/1) di Kabupaten Pande-

glang, Provinsi Banten berdampak

pada 30 kecamatan di 171 desa de-

ngan 2.556 rumah rusak. Gempa bu-

mi itu tidak menimbulkan korban ji-

wa, namun dua warga yang meng-

alami luka-luka.

Sedangkan Deputi Bidang Sistem

dan Strategi Badan Nasional Pe-

nanggulangan Bencana (BNPB) Ra-

ditya Jati mengungkapkan perlunya

manajemen pengetahuan (knowledge

management) untuk membentuk re-

siliensi terhadap bencana.

Raditya mengatakan, bencana

gempa yang berulang di Selat Sunda

telah banyak dijadikan objek periset,

sehingga memerlukan suatu manaje-

men pengetahuan yang perlu diba-

ngun bersama. Terutama para ilmu-

wan belakangan ini banyak berfokus

pada celah seismik (seismic gap) yang

aktif secara tektonik, namun sangat

jarang mengalami gempa bumi da-

lam jangka waktu yang lama atau

Megathrust Selat Sunda.

"Selama ini sudah banyak sekali

penelitian terkait Selat Sunda, apala-

gi para ahli sudah banyak berbicara.

Namun, bagaimana kita bisa menja-

dikan suatu ilmu, khususnya terkait

kebencanaan untuk menjadi manaje-

men pengetahuan atau menjadi pem-

belajaran," ujar Raditya.

Hal tersebut, dinilainya, menjadi

cukup strategis untuk dibangun ber-

sama BMKG seperti manajemen pe-

ngetahuan berbasis kejadian, perlo-

kasi, waktu dan sebagainya. Sebab,

dampak gempa dan tsunami yang

terjadi di Selat Sunda telah mengaki-

batkan kerugian secara sosial, eko-

nomi, dan berdampak pada tergang-

gunya kehidupan. Sehingga perlu

pemahaman masyarakat dalam ke-

sadaran secara kolektif tentang

membangun resiliensi infrastruktur

khususnya di wilayah yang memiliki

potensi risiko gempa bumi, dan

bagaimana pemahaman masyarakat

dalam kesadaran secara kolektif un-

tuk sadar bencana. (Ant)-f

JAKARTA (KR) - Direktur

Registrasi dan Identifikasi

Korps Lalu Lintas (Korlantas)

Polri berencana melakukan per-

alihan pelat kendaraan warna

dasar hitam ke putih pada

tahun ini. Warna perubahan

pelat nomor polisi (nopol) itu se-

suai Peraturan Kepolisian No

07/2021.

Dalam keterangan tertulisnya

di Jakarta, Kamis (21/1), Brigjen

Pol Yusri Yunus mengatakan,

penggunaan pelat ke warna

putih ke depan agar sistem pen-

genalan pelat nomor otomatis

(ANPR) di dalam ETLE bisa

menyorot secara tepat tanpa ada

kesalahan. "Karena hasil pene-

litian ANPR ini lebih mengenal

kepada yang dasarnya putih

tulisan hitam," jelasnya. 

Ia mengatakan, peralihan

warna dasar pelat hitam ke

putih akan memiliki manfaat

yang banyak bagi masyarakat,

di antaranya mendukung sistem

tilang elektronik berbasis ka-

mera hingga parkir elektronik.

Pihaknya, juga membenarkan

ada penggunaan chip berte-

knologi Radio Frequency Iden-

tification (RFID). Chip itu memi-

liki banyak kegunaan yang ber-

manfaat bagi masyarakat.

"Chip tersebut memang benar

akan ada, apalagi sekarang su-

dah Revolusi 4.0. Chip ini memi-

liki kegunaan yang banyak

sekali," ujarnya.

Chip itu memuat data ken-

daraan pribadi, data penindak-

an bukti pelanggaran hingga

bisa digunakan untuk tol elek-

tronika dan parkir elektronik.

Ia menyatakan, polisi akan

berkolaborasi dengan pengelola

jalan tol dan penyedia kartu tol

elektronik. Jika nanti kendara-

an ingin masuk tol, namun jenis

kendaraan dan pelatnya tidak

sesuai, gerbang tol pun tidak

akan terbuka.

"Ini semua tanpa membebani

masyarakat, tanpa ada biaya-bi-

aya. Kami meminta dukungan

sambil kita jalan pelan-pelan

tahun ini untuk sosialisasi,"

ucap Yusri Yunus.

Korps Lalu Lintas Polri men-

canangkan peralihan pelat ken-

daraan dengan berbasis penggu-

naan RFID. Sebab, di beberapa

negara maju penggunaan RFID

pada pelat nomor kendaraan

bukan hal baru. Sistem ini di-

anggap tepat karena dapat ter-

integrasi dengan sistem lain, di

antaranya untuk pembayaran

parkir, tarif tol, sampai meman-

tau pelanggaran pengemudi. 

(Ant)-f

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) menyetor ke kas negara se-

banyak Rp 848.324.100 yang bersumber dari

pembayaran uang pengganti, penyitaan uang

dan hasil lelang barang rampasan dari para ter-

pidana perkara korupsi. "Jaksa Eksekusi Andry

Prihandono telah melakukan penyetoran ke kas

negara  Rp 848.324.100 sebagai bagian dari as-

set recovery (pemulihan aset) dari beberapa sum-

ber," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam

keterangannya di Jakarta, Jumat (21/1).

Pertama, katanya, dari perkara dengan terpi-

dana Matheus Joko Santoso selaku pejabat

pembuat komitmen (PPK) berdasarkan putusan

Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat No

30/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt.Pst tanggal 1

September 2021 berupa uang rampasan  Rp

486.050.000. Matheus Joko Santoso merupakan

terpidana  dalam perkara penerimaan suap ter-

kait bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19.

Kedua, perkara dengan terpidana mantan

Kepala Divisi PT Waskita Karya Fathor

Rachman berdasarkan putusan Pengadilan

Tipikor pada PN Jakarta Pusat No

59/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt. Pst tanggal 26

April 2021 berupa pembayaran cicilan uang

pengganti ke-9 Rp 300.000.000 dari total kewa-

jiban sejumlah Rp 3.670.000.000. "Uang peng-

ganti yang telah dibayarkan oleh terpidana di-

maksud sejumlah Rp 2.650.000.000," kata Ali.

Fathor Rachman adalah terpidana perkara

korupsi terkait pelaksanaan subkontaktor fik-

tif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT

Waskita Karya.

Ketiga, hasil lelang barang rampasan dari

terpidana mantan Kepala Badan Pengawasan

Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Syahrul Raja Sempurnajaya dan kawan-

kawan pada 13 Januari 2022 yang lalu sejum-

lah Rp 80.274.100. Syahrul Raja Sempurnajaya

merupakan terpidana korupsi dan pencucian

uang dalam perkara perizinan pemakaman di

Bogor.

Ali mengatakan asset recovery dari hasil tin-

dak pidana korupsi tersebut masih tetap akan

dikumpulkan dan ditagih KPK sebagai bentuk

komitmen untuk semaksimal memberikan pe-

masukan bagi kas negara. (Ful)-f

JAKARTA (KR) - Ko-

misi Pemberantasan Ko-

rupsi (KPK) menahan ha-

kim Pengadilan Negeri

(PN) Surabaya Itong Isnae-

ni Hidayat (IIH) beserta

dua orang lainnya. Sebe-

lumnya, KPK menetapkan

Itong Isnaeni Hidayat be-

serta dua orang lainnya se-

bagai tersangka yakni Pa-

nitera Pengganti Pengadil-

an Negeri Surabaya Ham-

dan (HD) dan pengacara

atau kuasa hukum PT

Soyu Giri Primedika (SGP)

Hendro Kasiono (HK) da-

lam kasus dugaan suap.

"Penahanan dilakukan

untuk kepentingan penyi-

dikan. KPK menahan

Itong Isnaeni Hidayat dan

kawan-kawan untuk 20

hari pertama terhitung

mulai 20 Januari 2022

sampai dengan 8 Februari

2022," kata Wakil Ketua

KPK Nawawi Pomolango

saat jumpa pers di Gedung

KPK, Jakarta, Jumat

(21/1) dini hari.

Disebutkan, Itong Is-

naeni Hidayat ditahan di

Rutan KPK Kaveling C1,

Jakarta. Sedangkan Ham-

dan ditahan di Rutan Pol-

res Jakarta Timur serta

Hendro Kasiono ditahan di

Rutan Polres Metro Jakar-

ta Pusat.

Dalam kesempatan ini

Nawawi juga menyam-

paikan keprihatinannya

terhadap terjadinya tin-

dak pidana korupsi di

Tanah Air. Bahkan kali ini

melibatkan hakim dan

panitera pengadilan yang

merupakan aparat pene-

gak hukum.

"KPK sangat prihatin

dengan masih terjadinya

tindak pidana korupsi, ter-

lebih melibatkan seorang

hakim dan panitera penga-

dilan yang notabene ada-

lah seorang aparat pene-

gak hukum," kata Nawawi

seraya menyebutkan, seti-

ap aparat penegak hukum

semestinya menjadi pilar

utama dalam menyangga

supremasi hukum pembe-

rantasan korupsi.

Dengan demikian,

aparat penegak hukum

pun sepatutnya menjadi

contoh yang baik bagi war-

ga negara agar taat kepa-

da hukum dan tidak mela-

kukan tindak pidana, ter-

lebih tindak pidana korup-

si.

Terkait kasus ini, Nawa-

wi menjelaskan, pening-

katan status perkara itu

dilakukan berdasarkan pe-

nyelidikan dan ditemukan-

nya bukti permulaan yang

cukup setelah pengum-

pulan berbagai informasi

disertai bahan keterangan

terkait dugaan korupsi

tersebut.

Sebelumnya, dalam ope-

rasi tangkap tangan di

Surabaya pada Rabu (19/1)

sekitar pukul 15.30 WIB,

KPK mengamankan lima

orang. Mereka adalah

Hakim Pengadilan Negeri

Surabaya Itong Isnaeni Hi-

dayat, Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Sura-

baya Hamdan, dan Penga-

cara atau Kuasa Hukum

PT Soyu Giri Primedika

(SGP) Hendro Kasiono.

Ada pula Direktur PT SGP

yang berinisial AP dan

Sekretaris HK berinisial

DW. (Ful)-d

JAKARTA (KR) - Gempa bermagnitudo (M) 6,6 yang ter-
jadi di Banten pada 14 Januari 2022 lalu, dapat menjadi pem-
belajaran untuk kesiapan mitigasi bencana di Indonesia.


